BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

l.

Penegakan Peraturan Kawasan tanpa rokok diatur dalam Peraturan Bupati
Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai
Kabupaten pertama di Yogyakarta yang menetapkan Peraturan Bupati Sleman
Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Bupati
tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai sarana untuk meningkatkan hak
masyarakat untuk mendapat udara bersih. Penempatan peraturan bupati juga
termasuk salah satu usaha pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UU
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dinas lingkungan hanya
menyerahkan sepenuhnya ke Dinas Sleman dan Dinas Lingkungan juga belum
mempunyai kajian tentang dampak asap rokok ke lingkungan. Kantor
Pemerintahan Daerah Sleman sendiri belum semua menyediakan tempat
khusus merokok. Kantor Bupati Sleman sebagai pusat pemerintahan Sleman
belum disediakan secara efektif terdapat tempat yang dikhususkan untuk
merokok. Hal ini membuktikan jika pemerintah sendiri belum menjalankan
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Titik
di daerah Kawasan Tanpa Rokok sudah ada yang disediakan oleh Pemerintah,
tetapi dalam pelaksanaannya masih sulit untuk diterapkan karena Pengawasan
Dinas Kesehatan pun belum terlalu ketat. Satpol PP hanya mendampingi

ketika dinas kesehatan melakukan penegakan tapi leading sektornya tetap
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dinas kesehatan. Satpol PP tidak bisa memberikan sanksi bila ada yang
melanggar karena semua sanksi di berikan ke dinas kesehatan, selama ini
belum pernah ada penegakan Kawasan tanpa rokok.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap
Rokok ini juga mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut. Dalam
Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 ini dijelaskan bahwa bagi
siapapun yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam kebijakan Kawasan
Tanpa Asap Rokok akan diberikan sanksi administratif yaitu: berupa teguran
lisan dan teguran Penempatan kawasan tanpa rokok sebagai langkah upaya
pelindungan untuk masyarakat terhadap ancaman gangguan kesehatan karena
lingkungan yang tercemar asap rokok. Dilihat dari data yang diperoleh dari
hasil kuesioner dapat dikatakan bahwa Masyarakat Daerah Sleman sudah 60%
masyarakat mengetahui tentang adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 42
Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masyarakat juga sudah
mengetahui tentang adanya kawasan tanpa rokok yang tersebar di Kabupaten
Sleman karena presentasenya 60%. Masyarakat mengetahui informasi tersebut
dari Pemerintah setempat bukan dari media massa, masyarakat pun sudah
mengetahui mengenai adanya Kawasan KTR tersebut dengan sanksi yang
diberikan oleh Dinas Kesehatan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak
masyarakat yang tidak menerapkan peraturan tersebut karena menganggap
sebuah rokok bukanlah suatu hal yang asing untuk beberapa orang. Tidak

terlaksananya kebijakan kawasan tanpa asap rokok dengan maksimal di
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Kabupaten Sleman, jelas akan menyulitkan terwujudnya keinginan Pemerintah
Kabupaten Sleman dalam membangun kesehatan masyarakat dan lingkungan,
karena implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk
mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Oleh karena itu,
implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Namun, penerapan kebijakan kawasan tanpa asap
rokok yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman karena mengikuti
amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menjelaskan kebijakan yang diberlakukan dari atas ke bawah, bukanlah
sebagai model yang tepat untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif,

karena kurang mendapatkan dukungan dari para pelaku kebijakan tersebut.

B. Saran
1. Seharusnya masyarakat menyadari dan membantu untuk melakukan penerapan
kebijakan kawasan tanpa asap rokok agar dapat berjalan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
2. Seharusnya pemerintah melakukan Pengawasan secara berkala terkait
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok agar kebijakan ini berjalan secara efektif
dan menerapkan sanksi yang mengakibatkan efek jera bagi yang

melanggarnya.
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